
BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan zaman, serta peluang 

pasar di dalam dan di luar negeri menuntut pe ningkatan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia pada umumnya. Hal ini dilakukan me lalui peranan dan kedudukan tenaga ke rj a 

dalam pelaksanaan pembangunan nas ional khususnya, baik sebagai pelaku pe mbanguna n 

maupun sebaga i tujuan pembangunan. 

Pemba ngunan ketenagakerjaan sebagai bag ian integral dari pembangunan 

nasiona l berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam 

rangka pembangunan manu sia Indo nes ia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

Indones ia se luruhnya untu k meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja, 

serta mewujudkan masyarakat sej ahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun 

spritiua l. 

Tenaga kerja dala m kedudukannya sebagai pelaku pembangunan berperan 

me ningkatkan produktivitas nas ional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu , tenaga 

kerja harus diberdayakan supaya me miliki nilai lebih , dalam arti lebih mampu , lebih 

terampil, dan lebih berkualitas, agar dapat berdaya guna secara optimal dalam 

pe mba ngunan nasional dan mampu bersaing dalam era global saat ini dan untuk masa 

yang akan datang. Ke ma mpuan , keterampilan dan keahlian tenaga kerja perlu terus 

mene ru s ditingkatkan melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan termasuk 

pe lat ihan, penanganan dan pe layanan pene mpatan tenaga kerj a. 1 

Tenaga kerja sebagai tujuan pembangunan , perlu memperoleh perlindungan 
dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di 
dal am dan di luar negeri , perlindungan hak-hak dasar pekerj a, perlindungan atas 

1 Yuli es Tiena Masriani , Pengantar Hukwnlndonesia. Jakarta: Sinar Grafika . 2004. hlm.l40. 
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keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial 
sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan serta terwujudnya 
kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras serasi dan seimbang. 

Namun adakalanya tenaga kerja yang diharapkan bisa menjadi pelaku 

pembangunan tidak semuanya berjalan mutus seperti yang diharapkan, sehingga untuk 

mencapai hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan tidak dapat dicapai 

sepenuhnya, karen a dicederai oleh perilakt1 indi vidu orang per orang dalam ruang lingkup 

hubungan kerja sehari-hari, dari mulai pelanggaran yang bersifat ringan sampai kepada 

pelanggaran berat sekalipun. 

Bahkan terkadang ada beberapa pekerja yang berani melakukan tindakan anarkis 

dan arogan, dengan cara bersama-sama maupun sebagian dari mereka melakukan demo I 

mogok kerja untuk menekan pihak pengusaha agar mengabulkan segala tuntutan 

kepentingan yang mereka inginkan walaupun hak-hak normatifnya sudah terpenuhi , 

sehingga tidak terpikir bahwa hal ini akan berakibat buruk bagi mereka di kemudian hari. 

Berbagai konflik antara pekerja dan pengusaha selalu saja terjadi. Selain masalah 

besaran upah, dan masalah-masalah terkait lainnya, Pemutusan Hubungan Kerja alias 

PHK merupakan konflik Iaten dalam interaksi Hubungan Industrial antara pekerja dan 

pengusaha. 

PHK merupakan isu yang sangat sensitif karena memiliki implikasi serius bagi 

para pekerja yang di-PHK. Mereka tidak lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan 

sehingga perlu diberikan pesangon untuk menyambung hidup sambil berjuang 

mendapatkan pekerjaan baru. Repotnya, niat mulia ini tidak selalu berjalan mutus. Posisi 

Pekerja yang di-PHK sangat bertolak belakang dengan perusahaan. 

Susunan tiga huruf itu adalah momok yang sangat menakutkan bagi buruh. Betapa 

tidak, nasib para pekerja hampir pasti berantakan jika mendapatkan surat pemutusan 

hubungan kerja. Secara status, seseorang yang di-PHK tidak lagi menyandang predikat 
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pekerja di tempatnya bekerja semula. Kalau tak segera dapat pekerjaan baru, ancaman 

pengangguran ada di depan mata. Secara ekonomi, mereka yang di-PHK bisa kehilangan 

sumber mata pencahariannya. 

PHK alias pemutusan hubungan kerja memang bukan barang haram dalam hukum 

perbumhan di Indonesia. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

mendefini sikan PHK sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. 

Secara normatif, ada dua jenis PHK, yaitu PHK secara sukarela dan PHK dengan 

tidak sukarela. Ada beberapa alasan penyebab putusnya hubungan kerja yang terdapat 

dalam UU Ketenagakerjaan . PHK sukarela misalnya, yang diartikan sebagai 

pengunduran diri bumh tanpa paksaan dan tekanan. Begitu pula karena habisnya masa 

kontrak, tidak lulus masa percobaan (probation), memasuki usia pensiun dan buruh 

meninggal dunia. 

PHK tidak sukarela dapat terjadi disebabkan buruh melanggar Perjanjian Kerja 

(PK), Peraturan Perusahaan (PP) ataupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perusahaan 

yang juga sedang melakukan peleburan, penggabungan dan atau perubahan status, 

memiliki opsi untuk mempertahankan atau memutuskan hubungan kerja. Untuk konteks 

PHK tidak sukarela ini, hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh baru berakhir 

setelah ditetapkan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tidak 

demikian dengan PHK yang sukarela. 

Selain itu PHK tidak sukarela JUga bisa terjadi antara lain karena buruh 

melakukan kesalahan berat seperti mencuri atau menggelapkan uang milik pemsahaan 

atau melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan pekerjaan. Selama ini, 

alasan PHK karena kesalahan berat itu diatur dalam pasal ketentuan 158 ayat ( 1) Undang

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . Pasal ini pernah diajukan judicial 

review ke Mahkamah Konstitusi . Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 0 12/PUU-
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I/2003, menyatakan bahwa kesalahan berat yang dituduhkan kepada pekerja haru s 

dibuktikan terlebih dulu oleh putusan peradilan pidana di pengadilan umum sebelum 

ditetapkan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 2 

Namun de ngan dikeluarkan nya Surat Edaran Mente ri Tenaga Kerj a da n 

Transm igrasi Republik Indonesia No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, tet1anggal 7 Januari 

2005, pada poin 4 dikatakan bahwa "Dalam hal ALASAN MENDESAK yang 

me ngakibatkan ti dak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pe ngusaha dapat 

me ne mpuh upaya penyelesaian me lalui le mbaga penyelesaian perse li sihan hubungan 

industria l. "3 

Dari beberapa kategori kesalahan berat selain yang diatur dalam Ketentuan Pasal 

I 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan, hal yang umum jika perusahaan juga me mpunyai 

suatu ketentuan atau tata tertib tersendiri yang dibuat untuk mengatur segala hak dan 

kewajiban , syarat-syarat kerja, jaminan dan perlindungan kerja sampai kepada 

menegakan di siplin bagi para pe kerjanya. 

Ketentuan di perusahaan antara la in bi sa berupa Perjanjian Kerja yang dibuat 

khu sus oleh Pengusaha dengan pekerja nya orang per orang, Peraturan Perusahaan yang 

dibuat oleh pengusaha se lanjutnya di sahkan oleh Instansi yang berwenang dibidang 

ketenagakerjaan, dengan berpedoman kepada peraturan perunda ng-undangan yang 

berlaku sebagai jaring pengamannya, ataupun berupa suatu Perjanjia n Kerja Bersama 

(PKB) yang dibuat oleh Pengusaha dengan Serikat pekerja/Serikat Buruh sebagai wakil 

dari pekerja di suatu perusahaan berdasarkan hasil Pe rundingan be rupa Kesepakatan yang 

haru s dipatuhi oleh kedua belah pihak . 

2 "Berkembangnya Alasan-Aiasan PHK dalam Praktik" http:!/harddian.corn/2008/09/02 . 2 Septem-ber 
2008 

'Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmi gras i Republi k Indonesia No. SE-1 3/MEN/SJ
HK/U2005, 7 Januari 2005 
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Dari pemaparan Jatar belakang diatas penulis bermaksud mengulas terjadinya 

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Peru sahaan PT. Bridgestone Tire 

Indones ia Pabrik Karawang dengan Sdr. Saprudin dkk. (8 orang) yang telah melakukan 

pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama yaitu Perbuatan Pelanggaran Berat 

Dengan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja. 

Pemutusan Hubungan Kerja dalam perselisihan ini tidak dapat dihindari karena 

pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja merupakan pelanggaran berat yang telah 

menimbulkan banyak kerugian bagi perusahaan, sehingga pengusaha tidak dapat 

mentolelir terhadap 8 (delapan) pekerja tersebut, berbagai macam upaya telah dilakukan 

agar perselisihan ini dapat diselesaikan dengan cara damai, sehingga dapat diterima oleh 

kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. 

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut, antara lain : 

I. Penyelesaian melalui Perundingan bipartit, yaitu perundingan yang dilakukan antara 

pekerja dan/atau serikat pekerja sebagai pendampingnya dengan pengusaha di dalam 

lingkungan perusahaan, 

Pada Perundingan bipartite ini tidak dicapai kata sepakat, karena pihak pekerja tidak 

hadir dalam perundingan, walaupun sudah dilakukan pemanggilan melalui undangan 

secara patut sebanyak 3 kali. 

2. Penyelesaian selanjutnya melalui Mediasi, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan 

cara musyawarah yang ditengahi oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Karawang, produk yang dikeluarkan berupa anjuran yang tidak mengikat bagi kedua 

belah pihak. Anjuran tersebut bisa diterima atau ditolak oleh salah satu pihak atau 

oleh kedua-duanya. 

Dalam penyelesaian perselisihan melalui mediasi ini mediator mengeluarkan anjuran 

yaitu menolak permohonan PHK yang diajukan oleh Pengusaha dan memberikan 

Surat Peringatan ketiga pihak pekerja. 
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Pihak pekerja menerima anjuran sedangkan pihak pe ngusaha menolak, sehingga 

penyelesaian perse li sihan me lalui mediator tidak dicapai kata sepakat dalam arti lain 

mengalami kegagalan. 

3. Pe nye lesaian dilanjutkan oleh Pihak Pengusaha dengan cara mengajukan gugatan 

PHK terhadap Sdr. Saprudin dkk. (8 orang) me lalui Pengad ilan Hubungan Industrial 

pada Pe ngad ilan Negeri Bandung (PHI pada PN Bandung) yaitu pengad ila n khusus 

yang dibentuk dilingkungan pe ngadilan negeri yang berwenang memeriksa, 

me ngadili dan memberi putusan terhadap perse li si han hubungan industrial, 

produknya berupa putusan hakim yang me mpunyai kekuatan hukum tetap apab ila 

se lama 14 hari tidak ada upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia da1i 

pihak yang merasa dirugikan. 

Pada saat proses beracara di PHI sedang berjalan, 5 dari 8 orang pekerj a yang sedang 

diproses dalam guga tan PHK tersebut bersedia mengakhiri hubungan kerjanya setelah 

dilakukan upaya-upaya pendekatan secara persuas if dan pe rsonal terhadap pekerj a 

oleh pengusaha, yang di saksikan penguru s Serikat Pekerja sampa i tercapai 

kesepakatan dan dibuatnya suatu Perjanjian Bersama. 

Selanjutnya Perj anji an Bersama tersebut didafarkan ke PHI pada PN Bandung untuk 

me ndapatkan akta bukti pendaftaran yang merupakan bagian tidak terpi sahkan dari 

Perjanjian Bersama tersebut. 

4. Upaya penyelesaian terhadap 3 orang selebihnya te tap berjalan men gikuti acara 

persidangan sampai dengan dikeluarkannya Putusan oleh Majelis Hakim PHI pada 

PN Bandung yaitu Putusan Nomor 130/G/2009/PHI.BDG. dengan a mar putusan 

mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerj a yang diajukan oleh 

Pengusaha PT. Bridgestone Tire Indonesia tanpa uang pesangon dan uang 

pengharagaan masa kerja, hanya mendapat uang pisah saja. 
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5. Terhadap Putusan yang telah dikeluarkan tersebut kuasa hukum 3 orang pekerja 

melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

6. Upaya penye lesaian Perselisihan tidak hanya sampai di si tu , ternyata 3 orang pekerj a 

tersebut lebih tertarik mengikuti jejak teman-temannya terdahulu untuk mengakhiri 

penyelesaian PHK ini dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Bersama 

serta mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan ke Mahkamah Agung, 

walaupun kompensas i uang pi sah dan uang kebijaksanaan yang diterimanya lebih 

keci l dibanding dengan yang diterima teman-temannya terdahulu. 

Perse li sihan apapun akan dirasakan leb ih baik apabil a dapat di selesaikan melalui 

upaya perdamaian, karena dengan perdamaian pihak-pihak yang berse li si h tidak ada yang 

merasa dinrgikan. Bertolak belakang dengan Putusan Majelis Hakim walaupun putusan 

tesebut berlandaskan keadilan, akan tetapi dal am praktiknya, seadil apapun putusan 

tersebut belum tentu dirasakan adil oleh pihak yang dikalahkan, maka hanya dengan 

upaya perdamaianlah semua perse lisihan dapat di selesaikan tanpa ada pihak yang merasa 

dikalahkan atau dinrgikan karena dengan perdamaian semua akan berakhir dengan 1vm 

win solution. 

B. Rumusan Masalah : 

Berdasarkan Jatar belakang diatas mengenai Pemutusan Hubungan Kerj a karena 

kesalahan berat, maka peneliti ingin mengemukakan permasalahan sebagai berikut : 

I. Apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadil an Negeri Bandung dalam memutus perkara Nomor 130/G/2009/ PHI.BDG. 

sudah sesuai dengan ketentuan hukum ? 

2. Apakah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industri al pada Pengadilan 

Negeri Bandung Nomor 130/G/2009/PHI.BDG. dapat dija1ankan sesuai dengan amar 

putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakirn ':> 
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l . Untuk menge tahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan 

Industrial pacta Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus perkara Nomor. 

130/G/2009/ PHI.BDG. 

2. Untu k mengetahui pelaksanaan Putusan Pengadi lan Hubungan Industrial pada 

Pengad ilan Negeri Bandung No. 130/G/2009/ PHI.BDG. oleh para pihak yang 

berselisih. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan peneliti baik dari segi kepustakaan dan 

perolehan informasi dari Pengadilan Hubungan Industrial pacta Pengadilan Negeri 

Bandung dan PT. Bridgestone Tire Indones ia diharapkan dapat memberikan 

manfaat, yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan konstribusi pemikiran dalam pembangunan bidang ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu hukum yang terkait dengan ketentuan dan 

aturan-aturan dalam lingkup hukum bidang ketenagakerjaan . 

b. Manfaat Praktis. 

I) Memberikan kontribusi pernik iran kepada Pengusaha dan 

Pekerja!Serikat Pekerja menyangkut pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) yang haru s dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh 

rasa tanggung jawab oleh kedua belah pihak. 

2) Memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait 

dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pacta 
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Pengadilan Negeri yang memutus Perkara serupa dimasa yang akan 

datang. 

3) Sebagai masukan bagi masyarakat te rhadap pandangan me ngenat 

Kesalahan Berat yang dilakukan pekerj a , khususnya masyarakat yang 

me njadi pekerja atau karyawan di suatu perusahaan swasta bahwa 

pentingnya mengetahui jenis-jeni s pelanggaranlkesalahan berat yang 

berakibat kepada Pemutusan Hubungan Kerja. 

4) Sebagai masukan bagi masyarakat sehingga gambaran me ngenar 

perbandingan secara teor·iti s dengan kenyataan dalam praktek dilapangan 

dapat diketahui dengan jelas tenta ng perlindungan hukum terhadap 

pekerja yang di ikat de ngan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

5) Penulisan Skripsi ini mempunyai dampak dan manfaat yang besar untuk 

dij adikan sebagai bahan acuan siapa saja yang ingin me ngetahui bahwa 

Peristiwa PHK karena kesalahan berat dapat berakibat buruk bagi 

pekerja walaupun berakhir dan dilakukan dengan upaya perdamaia n. 

D. Kerangka Teoritis 

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan , pemerintah Republik Indonesia 

berusaha memperbaiki kondisi ketenagakerjaan agar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan didirikannya negara Republik 

Indones ia serta memajukan kesejahteraan umum dan ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 

1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan .~ 

Setelah kemerdekaan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dengan ketentuan 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja . 

~ Mai mun , Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita. 2007 , him 4 
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Pada tahun 1997 undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 

tentang Ketenagakerjaan. Keberadaan UU No. 25 Tahun 1997 temyata menimbulkan 

banyak protes dari masyarakat. Keberadaan UU No. 25 Tahun 1997 mengalami 

penangguhan dan yang terakhir diganti oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 13 Tahun 

2003) . 

Apabi Ia ditelaah dari pengerti an istilah, hukum ketenagakerjaan terdiri dari dua 

kata, yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Hukum dan ketenagakerjaan menrpakan dua 

konsep hukum. Konsep hukum sanl!rtt dibutuhkan apabila kita mempelajari suatu hukum. 

Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu yang 

ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dinrmuskan 

dalam suatu definisi. Istilah dan arti tersebut diupayakan agar digunakan secara 

konsisten. Konsep yuridis (legal concept) yaitu konsep konstnrktif dan sistimatis yang 

digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.' 

Hukum ketenagakerjaan menrpakan terjemahan dari arbeidsrechts dengan 

terdapat beberapa pendapat atau batasan tentang pengertian hukum perbunrhan . 

Berkenaan dengan hukum perbunrhan terdapat penrmusan dari beberapa ahli hukum 

pebunrhan yang berlain-lainan pula bunyinya, yang diantaranya : 

Menunrt Molenaar batasan pengertian dari arbeidsrechts adalah bagian dari 

hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara bunrh dengan majikan, 

antara bunrh dengan bunrh dan antara bunrh dengan penguasa. fi 

Menunrt MG. Levenbach, arbeidsrechts sebagai sesuatu yang meliputi hukum 

yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah 

' Wijayanti Asri, Hukwn Ketengake1jaan Pasca Refomzasi, Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hlm 3. 
fi Kansil CST. Pengantar 1/mu Hukum dan Tata Hukumlndonesia , Jakarta: Balai Pustaka 1989. him. 311. 
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pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang Iangsung bersangkut paut dengan 

hubungan kerja itu. 7 

Menumt M .G. Le ve nbach, arbaidsrechts adalah hukum yang meliputi peke rjaan 

yang dilakukan oleh swa-pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan 

resiko sendiri. 8 

Menumt N.EH. van Esve ld; beliau tidak membatas i lapangan "arbeidrecht" pada 

hubungan ke1ja dimana dilakukan dibawah pimpinan (pe ngusaha/majikan), namun 

menumtnya me liputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swa pekerja yang me lakukan 

pekerjaan atas tanggung jawab dan seriko sendiri. 

Pendapatnya ini di sandarkan pada penyangkalan atas teori Marx dimana dalam 

Hukum Perburuhan yang menjadi pusat perhatian adalah soal pekerjaan dan bukan 

kedudukan para bumh (dibawah perintah majikan). Pendapat ini dipengaruhi oleh ajaran 

Katolik yang memaknakan pekerjaan dalam pe nge rtian yang luas, walaupun yang utama 

tentang pekerjaan yang dilakukan pekerja!buruh .9 

Menumt MOK; berpendapat bahwa "arbedrecht" adalah hukum yang be rkenaan 

dengan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimp inan orang lain dan dengan keadaan 

penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan tersebut. 

Menurut Imam Soepomo batasan pengertian hukum perbumhan itu adalah suatu 

himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang bekenaan dengan kejadian 

di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. 10 

Dari pemmusan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Ketenagakerjaan 

mempunyai unsur-unsur yang berikut : 

a. Serangkaian peraturan yang tertulis dan tidak tertulis; 

7 Ibid. him . 311 
s Ibid. him . 3 11 
9 Agusmidah , Dinamika Hukwn KetenagakeJjaanlndonesia. Medan: USU Press. 2010, him. 2 
10 Ibid. him, 2 
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b. Peraturan itu mengenai suatu kejadian; 

c. Adanya orang yang bekerja pada orang lain ; 

d. Adanya tegareprestas i (balas jasa) yang berupa upah . 

Hubungan antara pekerja dengan pengusaha adalah sebagai berikut : 

a . Secara Yuridi s pekerja adalah memang bebas, oleh karena prinsip negara kita ialah 

bahwa tidak seorang pun bole h diperbudak, diperulur atau diperhamba. 

b. Secara Sosiologis pekerja adalah tidak bebas, sebab sebagai orang yang tidak 

mempunyai bekal hidup selain daripada tenaganya itu, ia terpaksa untuk bekerja pada 

orang lain . Dan pengusaha inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. 

Hubungan ke1ja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Imam 

Soepomo berpendapat bahwa hubungan kerja yaitu hubungan antara buruh dan majikan, 

dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan 

menerima upah, dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan 

buruh dengan membayar upahnya. 

Dari pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi setelah 

adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerjalburuh yang memuat unsur 

pekerjaan, upah dan perintah. 

Perjanjian kerja adalah perpnJian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian 

kerja tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat secara tertulis yang ditandatangani 

kedua belah pihak atau dilakukan secara lisan. Dalam perjanjian kerja dibuat secara 

tertulis, maka harus dibuat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, misalnya 
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perjanjian yang mengatur perj anjian kerja waktu tertentu . Biaya yang diperlukan dalam 

pe mbuatan perjanjian kerja menj adi ta nggun j awab pengusaha. 11 

Perjanjian kerj a hams dibuat berdasarkan : 

I. Kesepakatan kedua belah pihak; 

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

4 . Pekerj aan yang dipe rjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum , kesusilaan 

dan peraturan perundangan yang berlaku .12 

Kempat unsur perjanjian kerja te rsebut me mpakan syarat sahnya perjanjian secara 

umum sebaga imana diatur da lam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur pertama dan kedua 

mempakan syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian kerja yaitu syarat yang berkaitan 

dengan subjek perjanjian. Apabila syarat subj ektif tidak te rpe nuhi, maka dapat 

dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan (Vernietigbaar). 

Pekerja I buruh dan pengusaha dalam suatu pe rjanjian kerja harus mempunyai 

ke mauan yang bebas untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja. Kemauan yang 

bebas untuk membuat kesepakatan dianggap tidak ada apabil a dalam pe mbuatan 

perjanjian kerja terdapat unsur paksaan, kehi lafan da n penipuan . 

Unsur kedua adalah kemampuan atau kecakapan me lakuka n perbuatan hukum 

baik bagi pekerja!buruh maupun pengusaha. Pada dasamya setiap orang adalah mampu 

dan cakap melakukan perbuatan hukum kecual i oleh undang-undang ditentukan la in . 

Bagi pekerja/buruh anak yang oleh undang-undang dinyatakan belum cakap melakukan 

perbuatan hukum, maka yang menandatangani perjanjian kerj a adalah orang tua atau 

walinya. 

11 Mai mun . Hu kum Ketenagake1jaan Suatu Pengantar. Jakarta : Pradnya Paramita. 2007. him 4 1. 
12 Republik Indonesia, Undang-undang No m or 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerj aan. Pasal 52 ayat ( I) 
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Unsur ketiga dan keempat dalam perjanjian kerja, yaitu adanya pekerjaan yang 

diperj anjikan dimana pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan syarat objektif 

dari sahnya suatu petj anj ian kerja yaitu syarat yang berkaitan dengan objek petjanjian. 

Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian kerj a tersebut sudah batal dan 

oleh hukum dianggap tidak pernah ada (neitigbaar). Hakim Pengadilan Perselisihan 

Hubungan Industrial berwenang mengucapkan pembatalan tersebut meskipun tidak 

diminta/dituntut oleh sa lah satu pihak. 

Adanya pekerjaan yang diperj anjikan mempakan hal pokok/esensial dari 

perjanjian kerja. Pasal 54 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mensyaratkan 

bahwa jabatan atau jenis pekerjaan dan tempat pekerjaan hams dicantumkan dalam 

perjanjian kerja. Pekerjaan yang diperj anjikan tersebut harus dikerjakan sendiri oleh 

pekerja/bumh dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain tanpa seizin pengusaha. 

Pekerjaan yang dilakukan pekerjalburuh bersifat sangat pribadi karena menyangkut 

pengetahuan, keahlian dan keterampilan kerja. Oleh sebab itu jika pekerja/bumh 

meninggal dunia maka perjanjian kerja putus demi hukum. 

Perjanjian kerja tidak boleh menjanjikan pekerjaan yang bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangan yang berlaku . Pekerjaan yang 

dilakukan pekerja/bumh hamslah pekerjaan yang legal dan tidak melanggar norma susila 

yang berlaku. Apabila pekerja/bumh melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan 

peraturan pemndang-undangan yang berlaku, maka selain perjanjian kerja tersebut batal 

juga tidak menutup kemungkinan pekerja/bumh dituntut secara pidana dengan dakwaan 

membantu (medeplichtige) suatu kejahatan misalnya pekerjalburuh yang bekerja pada 

pemsahaan pembuat oli palsu, pembajakan kaset atau VCD dan sebagainya. u 

1
' Republik Indonesia, Undang-undang Nom or 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan, Pasal 54 ayat (I) 
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Perj anjian keij a yang dibuat secara tertuli s oleh kedua belah pihak 
sekurang-kurangnya memuat : 
I. na ma, a la mat perusahaan dan j eni s usaha; 
2 . na ma, jenis ke lamin , umur, dan a lamat pekerj a!buruh ; 
3. j abatan atau jeni s pekerj aan; 
4. te mpat pekerj aan; 
5. sya rat-syarat ke1ja yang me muat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh . 
6 . me mul ai dan j angka waktu berlakunya pe rj anjia n ke rj a; 
7 . te rn pat dan tanggal pe rj anjian ke rja dibuat; 
8 . ta nda ta ngan para pihak dalam perjanjian ke1j a. 

Kete ntuan-ketentuan yang harus te rcantum dalam pe rJ anJi an kerj a te rsebut 

te rutama ke tentuan tentang besarnya upah dan cara pe mbayara n se rta syarat-syarat ke1j a 

yang me muat hak dan kewajiban para pihak tidak bo leh be rte ntangan (dalam arti lebih 

re ndah secara kualitatif maupun kuantitatif) dengan peraturan perusahaan, perjanji an 

ke rj a bersama dan pe raturan perundang-undangan yang berlaku . 

Perj a nji an kerja dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yang mas ing-

masing me mpunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan pada mas ing-mas ing 

pihak. Perjanjian kerj a yang te lah ditandatangani tidak boleh ditarik kemba li da n/atau 

dirubah kecuali a tas persetujuan para pihak . Ketentuan ini seja lan de ngan pasal 1338 

KUH Pe rdata yang menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berl aku 

sebaga i undang-undang baga i mereka yang me mbuatnya. Hal ini be rarti pe rj anjian kerj a 

te rsebut me ngikat kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali a tau dirubah tanpa 

pe rsetujuan kedua be lah pihak kecua li oleh sebab te rtentu yang di atur dengan undang-

undang. 

Menurut pasa l 1233 BW sumber hukum perikatan berasa l da ri pe rJ anJian dan 

Undang-Undang. Sela in itu Abdul Kadir Muhammad menambahkan, di samping 

pe rj anji an dan undang-undang sumber hukum perikatan dapat j uga berasa l da ri 

kesusilaan. 
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Perjanjian (overreenkomst), menumt Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu 

perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang 

atau beberapa orang lain. 

Menurut para ahli hukum ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki 

kelemahan an tara lain : (I) tidak jelas, karen a setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, 

(2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat duali sme. Sehingga menurut teori 

baru se tiap perj anjian hamslah berdasarkan kata se pakat untuk menimbulkan akibat 

hukum. 

Berdasarkan itu pula beberapa ahli hukum memberikan defini si dari pada 

perjanjian. Menurut Abdul kadir Muhammad, perjanjian adalah su::1tu persetujuan di 

mana dua orang atau lebih sating mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam 

lapangan harta kekayaan .14 

Dalam defini si di atas, secara jelas terdapat konsensur antara para pihak, yaitu 

persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga perjanjian yang 

dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. Perumusan ini erat hubungannya 

dengan pembicaraan tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. 

Sedangkan Setiawan, mendefini sikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum, 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau sating mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih. 15 

Dari pemmusan perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur perpnJran antara 

lain : 

I. Ada pihak-pihak (subyek) , sedikitnya dua pihak 

14 Titik Triwulan Tutik, Penganrar Hukwn Perdara di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006, hlm.243 . 

1
' Ibid him 243 
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Pihak (Subyek) dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya 

suatu perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Syarat 

menjadi subyek hukum adalah harus mampu dan berwenang melakukan perbuatan 

hukum. 

KUH Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian , yaitu : 

(I) para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri; (2) ahli waris mereka dan 

mereka yang mendapat hak dari padanya dan (3) pihak ketiga. 

Menurut Asas Pribadi (Pasal 1315 jo 1340) bahwa pada dasarnya suatu perjanjian 

berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Para pihak tidak dapat 

mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ket iga, kecuali dalam apa yang disebut 

janji guna pihak ketiga (bending ten behoeven van derden, Pasal 1317 KUH Perdata). 

Janji untuk pihak ketiga itu merupakan suatu penawaran (offererte) yang dilakukan 

oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak (s tipulator) kepada mitranya (Promissor) 

agar prestasi kepada pihak ketiga. Stipulator tidak dapat menarik kembali perjanjian 

itu apabila pihak ketiga tetap menyatakan kehendaknya menerima perjanjian itu. 

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap 

Unsur yang penting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan (kesepakatan) antara 

para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian di sini haruslah tetap, bukan 

sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas 

suatu tawaran . Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang 

lainnya. 

3. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak; 

Tujuan mengadakan peijanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, 

kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan peijanjian dengan pihak lain . 

Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan 

tidak dilarang oleh Undang-Undang. 
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4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. 

Dengan adanya persetujuan, maka timbulah kewajiban untuk melaksanakan suatu 

prestasi (consideran menurut hukum Anglo Saxson). Prestasi merupakan kewajiban 

yang haru s dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Misalnya, 

pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban 

menyerahkan barang. 

5. Ada bentuk tertentu , li san atau tulisan. 

Bentuk perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan Undang-undang bahwa 

hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan 

kekuatan bukti. Bentuk tertentu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat 

lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maskud dan tujuannya yang dipahami oleh 

para pihak (itu sudah cukup), kecuali jika para pihak menghendaki supaya dibuat 

secara tertuli s (akta) . 

6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. 

Syarat-syarat tertentu dari pe1janjian ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari 

syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat 

tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan 

kewajiban pokok, misalnya mengena1 barangnya, harganya, dan juga syarat 

pelengkap atau tambahan, misalnya mengena1 cara pembayarannya, cara 

penyerahannya dan seagainya. 

Selain unsur-unsur perjanjian, agar sesuatu perpnJian dianggap sah, harus 

memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Hukum Kontrak (law of contract) USA 

ditentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu : 

I. Adanya penawaran (offering) dan penerimaan (acceptance); 

2. Adanya penyesuaian kehendak (meeting of minds); 

3. Adanya pertimbangan (consideration); 
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Berbeda dengan hukum Inggris, menuru t KUH Perdata (Pasal 1320 a tau Pasal 

1365 Buku IV NBW). Syarat sahnya perjanji an meliputi dua ha l, ya itu syarat subyekti f 

da n syarat obyekti f. 

Syarat subyekti f adalah syarat yang be rka itan dengan subyek pe rj anjian . Syarat 

subyekt if perjanjian me liputi : 

I . Adanya kesepakatan/ijin (toestem ing) kedu a be lah pihak . 

Da la m suatu pe rjanjian ha rus ada kesepakatan anta ra pa ra pihak, ya itu pe rsesuaian 

pernyataa n kehe ndak antara kedua be lah pihak; tidak ada paksaan dan la inn va. 

Dengan dibe rlakukannya kata sepakat mengadakan pe rj anjian, maka be ra rti bahwa 

kedua belah pihak hamslah me mpunyai kebebasan ke he ndak. Para pihak tidak 

me ndapat sesuatu tekanan yang me ngakibatkan adanya cacat bag i pe rwujudan 

kehendak te rsebut. 

2 . Kedua be lah pihak ham s cakap be rtindak. 

Cakap bertindak ya itu kecakapan atau ke mampuan kedua be lah pihak untuk 

me lakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang 

dewasa (berumur 2 1 tahun a tau be lum meni kah). Seda ngkan orang yang tidak 

berwenang me lakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata, me liputi : 

a . anak di bawah umur (minde rjarigheid) 

b. orang da lam pe ngampuan (curandus) dan 

c. orang-orang pe re mpuan (is tri) 

Syarat obyektif ada lah syarat yang berkaitan dengan obyek pe rJ anJtan. Syarat 

obyektif pe rj a njian me liputi antara la in : 

I . Adanya obyek pe rjanjian; 
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Suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek tertentu, sekurang-kurangnya dapat 

ditentukan bahwa obyek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan yang 

nanti akan ada, mi salnya jumlah, jenis dan bentuknya. 

2. Adanya sebab yang halal. 

Dalam suatu perj anjian diperlukan adanya sebab yang halal, art inya ada sebab-sebab 

hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan 

dan ketertiban umum dan sebagainya. 

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai "sebab" (oo rzaak, causa). 

Menurut Abdu lkadir Muhammad, sebab adalah suatu yang menyebabkan orang 

membuat perjanjian, yang dimaksud causa yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata 

bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat 

perJanJian, melainkan sebab dalam arti ' isi perJ anJran itu sendiri ' yang 

menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh parah pihak .16 

Menurut yuri sprudensi yang ditafs irkan dengan cara causa adalah isi atau maksud 

dari perjanjian . Melalui syarat causa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya 

untuk menempatkan perjanji an di bawah pengawasan hak im. Artinya hak im dapat 

menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi 

perJanJian tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 sampa1 dengan Pasal 133 7 KUH 

Perdata. 

Di dalam hukum perpnJran dikenal tiga asas, yaitu asas konsensualisme, asas 

pacta sunt servada, dan asas kebebasan berkontrak. 

I . Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme, artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya 

kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan 

16 Titik Triwulan Tutik , Op Cit. hlm.248 
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mempu nyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak mengenat 

pokok perikatan. 

Berdasarkan Pasal 1320 ayat ( I ) KUH Perdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat 

sahnya perjanjian ada lah kesepakatan kedua belah pihak . Artinya bahwa perikatan 

pada umumnya tidak diadakan secara formal , tetapi cukup dengan adanya 

kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara li san maupun 

dituangkan dalam bentuk tuli san bempa akta, jika dikehandaki sebagai alat bukti. 

Perj anjian yang dibuat secara lisan didasarkan pada asas bahwa manusia itu dapat 

dipegang mulutnya, at1 inya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya. 

Tetapi ada beberapa perjanjian tertentu yang hams dibuat secara tertulis, mi salnya 

perjaji an perdamaian, perjanjian penghibahan, perjanjian pertanggungan dan 

sebagainya. Tujuan nya ialah sebagai alat bukti lengkap dari yang diperjanj ikan. 

2. Asas Pacta Sunt Servada 

Asas Pacta Sunt Servada berhubungan dengan ak ibat dari perJanJtan. Pasal 1338 

KUH Perdata menyebutkan : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya." 

"Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali se lain dengan sepakat kedua 

belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang din yatakan cukup 

untuk itu ." 

"Persetujuan-persetujuan hams dilaksanakan dengan itikad baik" 

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah, antara lain : 

a. Istil ah "semua perjanjian" berarti bahwa pembentuk Undang-Undang menunjukan 

bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, 

tetapi juga perjanjian yang tidak bemama. Selain itu juga mengandung suatu asas 

partij autonomie. 
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b. Istil ah "secara sah" artinya bahwa pembentukan Undang-Undang menunjukkan 

bahwa pembuatan perj anjian harus mengikat sebagai Undang-Undang terhadap 

para pihak sehingga terealisas i asas kepastian hukum. 

c. Istilah "Itikad baik" hal ini berarti memberikan perlindungan hukum pada salah 

satu pihak antara pihak pertama dan pihak kedua menjadi se imbang. Ini 

mempakan realisas i dari asas kese imbangan. 

3. Asas Kebebasan Berkontrak. 

Kebebasan berkontrak (freedom of 111aking contract) adalah salah sa tu asas yang 

sangat penting di dalam hukum pe1janjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari 

kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. 

Menumt Salim H.S, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : 

a. Membuat atau tidak membuat perj anjian ; 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun; 

c. Menentukan bentuknya perjanjian , yaitu tertuli s atu lisan. 

Namun demikian , Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa kebebasan berkontrak 

tersebut dibatasi oleh tiga hal , yaitu : 

a. Tidak dilarang oleh Undang-Undang; 

b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan 

c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 

Di dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung 

jawab, yang mampu memelihara keseimbangan tetap perlu dipertahankan , yaitu 

pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup 

lahir dan bathin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. 

Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak menumt Mariam Dams 

Badmlzaman, semakin sempit dilihat dari beberapa segi, yaitu : 
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a . Dari segi kepentingan umum; 

b. Dari segi pe1janjian baku ; dan 

c. Dari seg i perjanjian dengan pe merintah . 

Se la in asas-asas pe1j anjian yang te lah di sebut di atas, dalam suatu perjanjian dike na l 

juga asas-asas sebagai berikut, yaitu: asas te rbuka, bersifat pe lengkap, dan obilgatior. 

Asas te rbuka (open system), ya itu se ti ap orang boleh me ngadakan perjanjian apa saja, 

walaupun belum atau tidak di atur dalam Undang-Undang. Asas terbuka merupakan 

nama lai n dari asas kebebasan berkontrak. Bersifat pelengkap (optional), artinya 

pasa l-pasal Undang-Undang boleh di singk irkan, apabi la pihak-pihak yang membuat 

perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang me nyimpang 

dari ketentuan pasal-pasa l Undang-Undang. Bersifat ob li gator (Obligatory), yaitu 

pe1j anjian yang dibuat oleh para pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan 

kewajiban saja, be lum me mindahkan hak milik (ownership) 

Sementara di dalam Loka Karya Hukum Perikatan Nasional yang diselenggara-kan 

oleh Badan Pembina Hukum Nasional , Departemen Kehakiman tanggal 17 sampai 

dengan 19 Desembe r 1985 dirumuskan pula 8 (de lapan) asas hukum perikatan 

nas iona l, ya itu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas kese imbangan, asas 

kepastian hukum , asas moral , asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan. 

Menurut Salim HS, ada 7 (tujuh) teori yang membahas momentum terjadinya 

perjanjian sebagai berikut: 

I . Teori ucapan (u tingstheorie) 

Menurut teori ucapan , kesepakatan (teosteming) terjadi pada saat yang menenma 

penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu . Jadi dilihat dari pihak 

yang menenma. 

2. Teori pengiriman (verzendtheorie) 
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Menurut teori pengmman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menenma 

penawaran pengiriman telegram. Kritik terhadap teori ini , bagaimana hal itu bisa 

di ketahui . Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang 

menawarkan . 

3. Teori pengetahuan (vernemingstheorie) 

Menurut teori pengetahuan, kesepakatan terjadi apabi la pihak yang menawarkan itu 

mengetahui adanya acceptie (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya 

(tidak diketahui secara langsung). 

4. Teori penerimaan (onn•angstheorie) 

Menurut terori penerimaan , bahwa teosteming terjadi pada saat pihak yang 

menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan./ 

5. Teori kehendak (1vilstheorie) 

Menurut teori kehendak, bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara 

kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendak yang 

menyebabkan terjadinya perjanjian . 

6. Teori pernyataan ( verklaring ) 

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (teosteming) terjadi pada saat pihak yang 

menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Menurut teori 

ini , kehendak merupakan proses bathiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan 

tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pemyataan . Jika terjadi 

perbedaan an tara kehendak dan pernyataan maka perjanjian dapat terj adi . 

7. Teori kepercayaan (vertrmvenstheorie) 

Menurut teori kepercaaan, tidak setiap pernyataan menimbulkan pe!JanJran tetapi 

pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan pernJanJran. 

Kepercayaan dalam arti bahwa pemyataan itu benar-benar dikehendaki . 

Analisis hukum., Maman, Fakultas Hukum 2011



25 

Hubungan kerja senantiasa terjadi di masyarakat, baik secara formal maupun 

informal, dan semakin intens if didalam masyarakat modern. Di dalam hubungan kerja 

memiliki potensi timbulnya perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Untuk me ncegah 

timbulnya akibat yang lebih bumk, maka perlu adanya pengaturan di dalam 

hubungan kerja ini. 

Dalam prakteknya, persyaratan kerja diatur dalam bentuk perjanjian kerja yang 

sifatnya perorangan. Perjanjian Kerja ini dibu at atas persetujuan pemberi kerja dan 

pekerja yang bersifat individual. Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif 

dapat dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Perjanjian Kerj a Bersama atau PKB sebelumnya dikenal juga dengan istilah KKB 

(Kesepakatan Kerja Bersama) I CLA (Collective Labour Agreement) adalah merupakan 

perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-sya rat kerja, hak dan kewajiban para pihak 

yang mempakan bas il pemndingan antara Pengusaha dalam hal ini diwak ili oleh 

Manajemen Pemsahaan dan Pekerja yang dalam hal ini diwak ili oleh Serikat Pekerja 

yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Hal ini 

juga tertuang dalam Pasal I UU No.l3 tahun 2003 Point 21. 

PKB dibuat dengan melalui pemndingan antara manajemen dan serikat pekerja I 

serikat buruh. Kesemua itu untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan di dalam 

hubungan kerja, sehingga dapat terc ipta ketenangan kerja dan bemsaha. Lebih dari itu , 

dengan partisipasi ini juga merupakan cara untu k bersama-sama memperk irakan dan 

menetapkan nas ib pemsahaan untuk masa depan. 

PKB juga merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menjalankan 

hubungan industrial, dimana sarana yang lain adalah serikat pekerja, orgamsas1 

pengusaha, lembaga kerjasama bipartit , lembaga kerj asama tripartit, peraturan 

Analisis hukum., Maman, Fakultas Hukum 2011



26 

peru sahaan, peraturan perundang-undangan ketenagakerj aan, lembaga penyelesaian 

perse li sihan hubungan industrial. 

PKB dibuat oleh serikat pekerja yang telah tercatat pada instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa 

pengusaha. Penyusunan Perjanjian Kerj a Bersama dilaksanakan secara musyawarah, 

dibu at secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.17 

Adakalanya hubungan industri al tidak se lalu berj alan mutus dan lancar, sehingga 

perlu adanya pedoman apabila suatu waktu terj ad i perselisihan hubungan industrial, maka 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 lah ya ng menjadi dasar hukum fo rmil dalam 

penyelesai kan perselisihan hubungan industrial tersebut, dalam hal ini UU No. 2 Tahun 

2004 membagi jeni s perselisihan hubungan industrial ke dalam empat kategori , yaitu 

perse li sihan hak, perselisihan kepentingan, perseli sihan pemutusan hubungan kerj a 

(PHK) dan perse li sihan antar serikat pekerj a dalam satu peru sahaan. 

Perse li sihan hak diartikan sebagai perseli sihan yang timbul karena tidak 

dipenuhinya hak, ak ibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanji an kerj a (PK), perj anji an kerj a bersama 

(PKB) atau peraturan perusahaan (PP). 

Sementara perseli sihan kepentingan adalah persel is ihan yang muncul dalam 

hubungan ke rj a ak ibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau 

perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam PK, PKB atau PP. 

Perseli sihan PHK timbul manakala terj adi silang pendapat antara pekerj a maupun 

pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerj a yang dilakukan oleh salah satu pihak. 

Jeni s perseli sihan lain adalah perse li sihan antar serikat pekerj a dalam satu 

peru sahaan. Perseli sihan 1!11 muncul manakala terjadi kesalahpahaman mengenat 

keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan . 

17 Suwarto. Hu bungan Industrial Dalam Praktek. Jakarta, Asosias i Hubungan Industri a! Indonesia, 2006. 
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Mediasi 

Penyelesaian perselisihan melalui med iasi ini diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 

16 UU PPHI. Mediasi dipimpin oleh mediator yang berada di set iap kantor instansi yang 

be11anggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten!kota. Kadang menggunakan 

nomenklatur sukudinas ketenagakeijaan (sudisnaker). 

Mengenai mang lingkup perseli sihan, mediasi tergolong sebagai lembaga 

altematif yang lebih istimewa ketimbang konsiliasi dan arbitrase. Betapa tidak, dari 

empat jenis perselisihan hubungan industrial , tidak ada satu pun yang lepas dari 

jangkauan mang lingkup mediasi . 

Keistimewaan lain medi as i terlihat dari bunyi Pasal 4 Ayat (4). Pasal itu 

memmuskan, dalan1 hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui 

konsiliasi atau arbitrase dalam waktu tujuh hari kerja, maka instansi yang bertanggung 

jal!'ab di bidang ketenagake1jaan me/impahkan penyelesaian perselisihan kepada 

mediator. Artinya, tanpa susah payah, mediator pasti akan kebagian mengumsi kasus 

perseli sihan hubungan industrial. 

Dalam menjalankan tugasnya, mediator hams mengupayakan agar tercapai 

kesepakatan di antara pihak yang bertikai . Jika terwujud, maka kesepakatan perdamaian 

itu dituangkan dalam sebuah peijanjian bersama. Si medi ator tentunya ikut 

menandatangani perjanjian itu dalam kapasitasnya sebagai saksi . Lebih lanjut perjanjian 

itu kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 

Namun dalam praktik , upaya mediator mendamaikan para pihak lebih senng 

menemui kegagalan. Jika demikian , maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis 

yang isinya meminta agar para pihak melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. 

Apabila tidak ada keberatan dari para pihak atas anjuran tertuli s, maka para pihak 

harus menuangkan kesepakatannya kedalam perjanjian bersama. Lagi-lagi peijanjian 
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bersama itu harus didaftarkan ke PHI. Tapi jika para pihak merasa tidak puas dengan 

anjuran tertulis, para pihak menye lesa ikan perselisihannya ke PHI. 

Konsiliasi 

Jika lembaga mediasi boleh menangani semua Jenr s perselisihan hubungan 

industrial, tidak demikian dengan konsi li as i. Sesuai dengan Pasal I angka 13 UU PPHI, 

konsiliasi hanya berwenang menangani perse li sihan kepentingan, perselisihan PHK dan 

perse li si han antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Artinya, konsiliasi tidak 

berwenang atas persel isihan hak. 

Seorang konsiliator baru bisa bert indak untuk menangani perkara ketika ada 

permintaan tertuli s dari para pihak. Tentu saja permintaan tertuli s itu baru ada setelah 

kedua belah pihak menyepakati siapa konsiliator yang dipilih. Dalam menjalankan 

tugasnya, konsiliator yang nota bene adalah pihak swasta yang independen, dapat 

memanggil saks i atau ahli dalam sidang konsiliasi guna diminta dan didengar 

keterangannya. 

Sarna halnya dengan mediator, konsiliator bisa mengeluarkan anjuran tertulis jika 

tidak tercapa i perdamaian di antara kedua belah pihak. Sebaliknya, jika perdamaian 

tercapai, maka konsiliator bersama dengan para pihak dapat menandatangani perjanjian 

bersama yang kemudian didaftarkan ke PHI. 

Arbitrase 

Pengerti an Arbitrase menurut Undang-Undang Republik Indones ia Nomor 30 

Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum 

yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertuli s oleh para pihak yang 

bersengketa. 1s 

JR Republik Indones ia. Undang-Undang Nomor 30 Tah un 1999 tenlang Arbitrase dan Al ternali f 
Penyelesaian Sengkela. Pas a I I Ayal ( I) 
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Ruang lingkup arbitrase da lam menye lesaikan perse li sihan hubungan industria l 

lebih se mpit ketimbang yang la in . A rbitrase hanya berwenang me nangani pe rkara 

perse li sihan kepentingan dan perse li s ihan antar se ri kat pekerja dalam satu pe rusahaan. 

Sarna ha lnya dengan konsili asi, a rbi trase baru bi sa dite mpuh ke tika pa ra yang 

pihak berse lisih sudah menuangkan kesepakatan te rtuli s. Kesepakatan itu te rcantum 

da lam pe rj a njian a rbitrase yang beri sika n na ma le ngkap dan a la mat para pihak yang 

be rse li sih , pokok-pokok persoalan yang menj ad i pe rseli siha n, j umlah arbite r yang 

d isepakat i, pe m yataan tunduk da n me njalankan keputu san a rbitrase serta tanggal, te mpat 

da n tanda tangan para pihak. 

Prosedur untuk berperkara lewat a rbitrase tidak cukup berhe nti di situ . Para pihak 

mas ih ham s membuat sebuah pe rjanjian te rtuli s lain, ya itu pe rjanjian penunjukan arbiter. 

Di sini pa ra pihak dibe ri opsi anta ra me nunjuk a rbite r tunggal atau bebe rapa a rbite r. 

Dalam pe rj anji an pe nunjukan arbiter ini , salah satu yang dibahas adalah biaya a rbitrase 

da n honora rium arbiter. 

Sebe lum memula i pe rsidangan a rbitrase, bi asanya arbite r be nrpaya mendama ikan 

para pih ak. Jika berhasil , maka a kan dibuatkan pe rj anjian be rsama yang didaftarka n ke 

PHI. Seba likn ya, jika upaya me ndama ikan gaga!, pe rsidangan a rbitrase dilanjutka n 

dengan pe manggilan para saksi. Produk dari pe rsida ngan a rbitrase ini ada lah putusan 

arbitrase yang s ifatnya fin a l dan meng ikat. Bahkan putusan a rbitrase ini juga dilengkapi 

dengan irah-irah laz imnya putusan pengadila n yang berbunyi " Demi Keadil an 

Be rdasa rkan Ketuhanan yang Maha Esa". 

Selintas, terliha t bahwa tem yata banyak ja lan menUJU perdamaian yan g bi sa 

dite mpuh o le h para pe laku hubungan industria l. Tapi , bagaimana praktiknya? 19 

19 "Meniti Perda maian d i Ja/ur Hubungan Industrial," http://ww\\.hukumonli nc.com/bcriw/ 
baca/ho170' 18/mcniti-rcrdamaian-di-jalur-hubun Qan-industria l, Jumat. 03 October 2008 
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Sebagaimana kita ketahui , perdamaian dalam arti kata yang sebenarnya tidaklah 

hanya mencakup semata-mata keamanan fi sik atau tidak adanya perang dan pertikaian 

diantara manusia dibumi kita ini. Kendatipun pengertian diatas mengandung arti yang 

sangat penting dan juga merupakan inti dari perdamaian sesungguhnya, tetapi keadaan 

perdamaian yang diluki skan demikian itu hanyalah suatu segi pas if dan terbatas dari arti 

sesungguhnya, apalagi kalau kita hendak membandingkannya dengan pengertian 

perdamaian yang lebih luas lagi. 

Perdamaian dalam arti yang lebih luas lagi adalah, "penyesuai an dan pengarahan 

yang baik dari orang seorang terh adap Penciptanya pada satu pihak dan kepada 

sesamanya pada pihak yang lain" . Hal ini berlaku bagi keseluruhan hubungan konsentri s 

(bertitik pusat yang sama) antara seorang dengan orang lainnya, seseorang dengan 

masyarakat, masyarakat dengan masyarakat , bangsa dengan bangsa dan pendek kata 

antara keseluruhan umat manusia satu sama lainn ya, dan antara manusia dan alam 

semesta. Perdamaian yang juga mencakup segala bidang kehidupan fisik , intelektual , 

akhlak dan kerohanian. Perdamaian beginilah yang merupakan ruang perhatian yang 

utama dari agama. 

Perdamaian yang menjadi araban dan tujuan yang hendak diwujudkan itu adalah 

merupakan dorongan hatinurani yang bertitik tolak dari dalam batin manusia. Tak 

seorangpun akan dapat mempunyai hubungan damai dengan saudaranya, kalau ia sendiri 

tidak berada dalam keadaan damai dengan dirinya sendiri dan tak seorang pun berada 

dalam keadaan damai dengan dirinya sendiri, jika ia tidak mempunyai hubungan damai 

dengan Penciptanya. Masyarakat adalah perkalian dari orang-orang dan umat manusia 

adalah perkal ian dari masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan. Jadi inti dan saripati dari 

masalah perdamaian adalah bahwa orang seorang harus berada dalam keadaan damai 
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de ngan dirinya sendiri dan dengan umat manus1a dan dengan sebagai akibat da ri 

penempatan dirinya dalam hubungan dama i dengan Penc iptanya. 1
" 

E. Kerangka Konseptual. 

Dalam pembahasan masalah penelitian yang te lah dimmuskan, penuli s bermaksud 

me ne rangkan pokok-pokok permasa lahan yang akan dite liti, sebab dan ak ibat dari pokok 

permasalahan, an tara la in sebagai berikut : 11 

1. Perse li sihan Hubungan Indu stri a l ada lah perbedaan pe ndapat yang mengakibatkan 
pe rte ntangan antara pe ngusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja!bumh atau 
serikat pekerja!serikat bumh kare na adanya perse lis ihan me ngena i hak, pe rse li sihan 
kepentingan, pe rse li sihan pemutu san hubungan kerja dan perselisihan anta r serikat 
pekerja!se rika t buruh dala m suatu perusahaan. 22 

2. Pe1janjian Kerja Bersama adalah pe rj anjian yang merupakan has il pe mndingan antara 
se rikat pe kerja!serikat bumh atau beberapa se rikat pe kerj a/serikat bumh yang tercata t 
pada in stansi yang bertanggun g j awab di bidang ketenagake rjaan dengan pe ngusaha, 
a tau beberapa pengusaha a tau kumpul an pe ngusaha yang me muat syarat-syarat ke rj a, 
hak dan kewaj iban kedua be lah pihak. 

3. M ogok ke rj a adalah tindakan peke rja/bumh yang direncanakan da n dil aksanakan 

secara bersama-sama dan atau o leh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghe ntikan 

atau me mperlambat pekerjaan . 13 

4 . Perselisihan Pe mutusan Hubungan Kerj a adalah perselis ihan yang timbul karena tidak 

adanya kesesuaian pendapat mengena i pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan 

oleh salah satu pihak. 1 ~ 

s. Perundingan bipartite adalah perundingan antara pekerja/bumh atau serikat 

pekerja!serikat buruh dengan pengusaha untuk menye lesa ikan perseli sihan hubungan 

indu stri al."' 

20 " Yang dinamakan perdamaianmenurut islam .. .. " http ://www. mail-arch ive.co m/proletar @yahoogroups. 
com/msg25552. htm . Jum 'at. 08 September 2006. 
21 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahu n 2003 ten tang Ketenagakerj aan. Pasal I Ayat ( II ) 
22 Rep ublik Indones ia. Undang-Undang Nom or 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan. Pasal I Ayat (21 ) 
2
·
1 Rep ublik Indones ia. Undang-U ndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerj aan. Pasal I Ayat (23) 

2 ~ Republik Indonesia. Undang-U ndang Nomo r 2 Tah un 2004 tentang PPHI. Pasal I Ayat (4) 
2

' Republi k Indonesia. Undang-Undang Nom or 2 Tahun 2004 ten tang PPHI. Pasa l I Ayat ( I 0) 
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6. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya di sebut medias i adalah penyelesaian 

perse lisihan hak, perselisihan kepentingan, perseli sihan pemutusan hubungan kerj a 

dan perseli sihan antar serikat pekerj a/serikat buruh dal am suatu perusahaan melalui 

musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. 2
" 

7. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di 

lingkungan pengadil an negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi 

putusan terhadap perse li sihan hubungan industrial. 27 

8. Pemutusan Hubungan Kerj a adalah pengakhiran hubungan ke rj a karena suatu hal 

tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara peke1ja/buruh 

dan pengusa. 2s 

9. Pe1janjian Bersama adalah perJanJian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani 

oleh para pihak yang berseli sih dengan tujuan mengakhiri perselisihan yang pernah 

terj adi . 

20 Republik Indones ia. Undang-Undang No m or 2 Tahun 2004 ten tang PPHI. Pasa l I Ayat ( II ) 
27 Rep ublik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI , Pasal I Ayat ( 17) 
n Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerj aan. Pasa l I Ayat (25) 

Analisis hukum., Maman, Fakultas Hukum 2011



33 

F. Kerangka Pcmikiran 

UUD 1945 

Pasal 27 ayat (2) Pasal 280 ayat ( I & 2) 

UU No . 13 Tahun 2003 UU No.2 tahun 2004 

tentang Ketenagakerjaan tentang PPHI 

Perjanjian Kerja Bersama Upaya-upaya Perdamaian 

tentang sanksi PHK sebelum Acara Peradilan 

Putusan Hakim PHI 

No. 130/G/2009/PHI. BDG 

Upaya Perdamaian 

setelah putusan dikeluarkan 
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G. Metode Penelitian 

I. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode yuridi s normatif yaitu mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Penelitian dengan metode yuridi s normatif merupakan penelitian kepustakaan yang 

meneli ti terhadap data sekunder yaitu data yang sudah didokumentasikan sehingga 

mempakan data yang sudah siap pakai. 29 

Penelitian hu kum normatif dapat disebutkan sebagai penelitan yang bertujuan 
untuk menggali dan mengumpulkan data yang sudah didokumentasikan. Bahkan 
tidak salah kalau dikatakan bahwa penelitain hukum normatif sesungguhnya 
mempakan penelitian dokumen. Namun , tidak semua dokumen sebagai data 
sekunder yang sudah didokumentas ikan dapat menj ad i data dalam penelitian 
hukum normati f. Hanya data sekunder yang berbentuk bahan-bahan hukum 
y.ll1g dapat menj adi data dalam penelitian yuridis-normatif. 

2. Jenis Penelitian 

a. Penelitian kepustakaan 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dil akukan dengan jalan 

pengumpulan data yang terdapat dalam peraturan pemndang-undangan, buku-

buku dan tuli san ilmiah. 

b. Penelitian lapangan 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek 

yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Pemsahaan PT. Bridgestone Tire Indonesia Pabrik 

Karawang dan Pengadilan Hubungan Industri al pada Pengadilan Negeri Bandung. 

4. Teknik pengumpulan data 

29 Sibuea. Hotma Pardomuan & Sukartono. Heribertus. Me!ode Penelilian Hukum. Jakarta: Krakatauw 
Book. 2009. hlm.80. 

Analisis hukum., Maman, Fakultas Hukum 2011



35 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan cara perdamaian 

dari buku-buku, jurnal, koran, internet dan sumber-sumber lain yang relevan. 

S. Analisis data 

Data yang diperoleh dari sumber-sumber data, dianalisa secara kualitatif dengan 

metode berfikir deduktif normatif, yaitu metode berfikir dari hal yang bers ifat umum 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dari basil penelitian 

lapangan di susun menjadi satu secara sistimati s sehingga saling melengkapi , 

dikaitkan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengena i perlindungan 

hukum t erhad~p akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak. 

H. Sistimatika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. ldentifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Teoritis 

F. Kerangka Konseptual 

G. Kerangka Pemikiran 

H. Metode Penelitian 

I. Sisitimatika Penulisan 
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